
BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR  9  TAHUN  2011

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka 
Tengah  memiliki  keanekaragaman  sumberdaya  alam  hayati  dan 
nonhayati,  serta  jasa  lingkungan yang  berpotensi  ekonomi,  yang 
dapat  dimanfaatkan untuk  menunjang peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, terutama masyarakat pesisir;

b. bahwa  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  sebagaimana 
dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  dikelola  secara  terpadu,  agar 
tercipta  keseimbangan  dalam  menunjang  pembangunan 
berkelanjutan  dengan  upaya  pemanfaatan,  pengembangan, 
perlindungan  dan  pelestarian  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan 
pulau-pulau  kecil  yang  berwawasan  lingkungan  melalui 
pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal  7  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil,  mewajibkan Pemerintah daerah menyusun semua rencana 
pengelolaan wilayah pesisir  dan pulau-pulau kecil  sesuai  dengan 
kewenangan masing-masing;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
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Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi 
Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 
167,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-  Undang 
Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 
tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 
1999  tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang-  Undang 
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004 
Nomor   67,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4401);

6. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 
Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Bangka  Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2003  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor 4268);

8. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumberdaya  Air 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4377);

9. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
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11.Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4437), sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir   dengan 
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Nomor 
4844);

12.Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  84,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739);

15.Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

16. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 
tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1998  tentang  Kawasan 
Suaka  Alam  dan  Pelestarian  Alam  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3776); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 
Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3816); 

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis 
Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838);
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21.Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2002,  tentang  Daftar 
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 

22.Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN  WILAYAH 
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  Bangka  Tengah  dan  perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bangka 
Tengah.

5. Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  suatu 
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian 
Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  antarsektor,  antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, 
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.
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6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan 
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

7. Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  sumber  daya 
hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa 
lingkungan;  sumber  daya  hayati  meliputi  ikan,  terumbu  karang, 
padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati 
meliputi  pasir,  air  laut,  mineral  dasar  laut;  sumber  daya  buatan 
meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, 
dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar 
laut  tempat  instalasi  bawah  air  yang  terkait  dengan  kelautan  dan 
perikanan  serta  energi  gelombang  laut  yang  terdapat  di  Wilayah 
Pesisir.

8. Zonasi  adalah  suatu  bentuk  rekayasa  teknik  pemanfaatan  ruang 
melalui  penetapan  batas-batas  fungsional  sesuai  dengan  potensi 
sumber daya dan daya dukung serta  proses-proses ekologis yang 
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

9. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
memiliki  fungsi  tertentu  yang  ditetapkan  berdasarkan  kriteria 
karakteristik fisik,  biologi,  sosial,  dan ekonomi untuk dipertahankan 
keberadaannya.

10.Kawasan  Pemanfaatan  Umum adalah  bagian  dari  Wilayah  Pesisir 
yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.

11.Ekosistem  adalah  kesatuan  komunitas  tumbuh-tumbuhan,  hewan, 
organisme  dan  non  organisme  lain  serta  proses  yang 
menghubungkannya  dalam  membentuk  keseimbangan,  stabilitas, 
dan produktivitas.

12. Bio-ekoregion  adalah  bentang  alam  yang  berada  di  dalam  satu 
hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, 
seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

13.Konservasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  upaya 
perlindungan,  pelestarian,  dan  pemanfaatan  Wilayah  Pesisir  dan 
Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 
dan keanekaragamannya. 

14.Rehabilitasi  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah 
proses  pemulihan  dan  perbaikan  kondisi  Ekosistem  atau  populasi 
yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

15.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka 
meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut 
lingkungan  dan  sosial  ekonomi  dengan  cara  pengurugan, 
pengeringan lahan atau drainase.

16.Mitigasi  Bencana adalah upaya untuk mengurangi  resiko bencana, 
baik  secara  struktur  atau  fisik  melalaui  pembangunan  fisik  alami 
dan/atau  buatan  maupun  nonstruktur  atau  nonfisik  melalui 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

17. Pemberdayaan  Masyarakat  adalah  upaya  pemberian  fasilitas, 
dorongan  atau  bantuan kepada  Masyarakat  Pesisir  agar  mampu 
menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
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